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6. Reformasi Proses Bisnis DJP “Administrasi dan Dukungan TI”
 b. Administrasi
 i. SPT Drop Box
 Tahun 2011 ini adalah tahun ketiga diterapkannya penerimaan surat pemberitahuan
 (SPT) melalui drop box. Dahulu, Wajib Pajak harus menyampaikan SPT pajak
 penghasilannya, baik masa maupun tahunan, secara langsung ke kantor pelayanan
 pajak (KPP) tempat ia terdaftar. Dalam perkembangannya, Wajib Pajak diberikan
 beberapa kemudahan untuk menyampaikan SPT, misalnya melalui pos tercatat
 yang selanjutnya diperluas dengan memasukkan jasa kurir/ekspedisi sebagai sarana
 penyampaian yang diakui. Beberapa KPP sudah menjalankan Pojok Pajak/Mobil
 Pajak sebagai tempat penerimaan SPT yang bergerak namun hal ini belum
 mengakomodasi kebutuhan Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP tersebut.
 Memang, sebagian KPP menerapkan kebijakan menerima SPT dari Wajib Pajak yang
 tidak terdaftar di kantornya. SPT tersebut kemudian akan diteruskan ke KPP yang
 dimaksud dengan surat dinas biasa. Hal ini cukup membantu Wajib Pajak yang
 kebetulan sedang berada di luar wilayah domisilinya akan tetapi tidak memberikan
 kepastian hukum mengenai tanggal diterimanya SPT tersebut. Padahal tanggal
 diterimanya SPT penting untuk menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang
 bersangkutan dan membawa konsekuensi hukum tersendiri bagi si Wajib Pajak.
 Ide dasar dari diberlakukannya drop box sebagai sarana menyampaikan SPT adalah
 bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilannya di
 tempat yang paling mudah dijangkau olehnya. Drop box tidak hanya diletakkan di
 kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi
 perpajakan yang sekarang sudah tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di
 Indonesia. Drop box juga diletakkan di tempat-tempat strategis yang menjadi pusat
 aktivitas masyarakat terutama segmen tertentu Wajib Pajak, misalnya pusat
 perbelanjaan dan perkantoran. Kepada Wajib Pajak kemudian akan diberikan tanda
 terima SPT tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu. Sebagai sebuah kebijakan
 resmi dari Direktur Jenderal Pajak, drop box sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Undang-
 undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan dengan demikian
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secara hukum merupakan sarana yang sah bagi Wajib Pajak dalam memenuhi
 kewajiban perpajakannya.
 Sebagaimana disebutkan sebelumnya, SPT tahunan PPh (baik berupa dokumen
 kertas maupun dokumen elektronik/e-SPT) diterima apa adanya, dalam amplop
 tertutup dan tanpa penelitian, sehingga sangat menghemat waktu pelayanan dan
 mengurangi panjangnya antrian. Proses selanjutnya, mulai dari pemisahan dan
 pengiriman SPT sesuai dengan kode KPP, penelitian kelengkapan SPT, sampai
 perekaman, berjalan di latar belakang. Wajib Pajak hanya akan dihubungi jika SPT-
 nya dinyatakan tidak lengkap dan diminta bantuannya untuk melengkapi.
 Sebaliknya, tanpa pemberitahuan dari KPP, maka SPT dianggap sudah diterima
 dengan lengkap. Pendekatan ini sangat berorientasi kepuasan pelanggan namun di
 sisi lain meningkatkan beban kerja. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah
 Wajib Pajak menuliskan NPWP yang salah pada amplop SPT-nya sehingga SPT
 tersebut bisa saja diteruskan berkali-kali ke beberapa KPP namun data Wajib Pajak
 yang bersangkutan tetap tidak ditemukan. Kesulitan berikutnya adalah
 menghubungi kembali Wajib Pajak untuk meminta kelengkapan berkas SPT. Hal ini
 terutama dirasakan di daerah-daerah yang sistem pengalamatannya belum
 memadai. Dengan tata cara penerimaan SPT sebelumnya, kedatangan Wajib Pajak
 ke KPP sekali dalam setahun merupakan kesempatan yang baik untuk sekaligus
 melakukan penyuluhan/konseling. Lagipula menurut tata cara penerimaan dan
 pengolahan SPT Tahunan pajak penghasilan yang berlaku saat ini, seluruh SPT
 (termasuk SPT milik KPP sendiri yang diterima di TPT) diikutsertakan dalam alur
 penerimaan drop box sehingga terjadi penambahan beban kerja yang seharusnya
 tidak perlu ada.
 ii. SPT e-Filing
 Alternatif penyampaian SPT berikutnya setelah drop box dan kiriman pos/jasa
 kurir/ekspedisi adalah pemberkasan secara elektronik atau yang biasa disebut e-
 Filing. Pada dasarnya berkas yang disampaikan sama saja dengan SPT dalam bentuk
 dokumen elektronik/e-SPT. Hal yang membedakannya adalah, e-SPT pada e-Filing
 disampaikan tidak melalui media fisik seperti disket atau CD melainkan melalui
 pengiriman data secara elektronik pula.
 2
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Dalam menyelenggarakan e-Filing, Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan
 sejumlah penyedia layanan aplikasi yang ditunjuk untuk menjadi perantara dalam
 transfer data dari Wajib Pajak ke DJP. Penyedia layanan aplikasi tersebut
 mengenakan sejumlah biaya akses kepada Wajib Pajak yang menggunakan jasanya.
 Kelebihan e-Filing dibandingkan dengan cara penyampaian SPT lainnya adalah, e-
 Filing tersedia secara online dan realtime. Dengan kata lain, Wajib Pajak dapat
 melakukan pengiriman data kapan saja, termasuk pada hari libur atau di luar jam
 kerja KPP dan SPT dianggap diterima pada hari itu juga. Wajib Pajak tidak perlu
 mengantri dan tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan untuk menyampaikan
 SPT-nya. Untuk dapat mulai menggunakan e-Filing, Wajib Pajak terlebih dulu
 mengajukan permohonan untuk memperoleh e-FIN (electronic Filing Identification
 Number) ke kantor pelayanan pajak tempatnya terdaftar.
 iii. NPWP
 Tinjauan mengenai NPWP
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
 sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
 pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
 perpajakannya (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
 Ketentuan Umum Perpajakan).
 Ketentuan mengenai kepemilikan NPWP diatur oleh Undang-Undang Nomor 28
 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pada Pasal 2 yang berbunyi :
 Angka (1) : Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan
 objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib
 mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
 meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya
 diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 Angka (2) : Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan
 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib
 melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
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meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan
 usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
 Angka (3) : Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan :
 a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan
 pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
 b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
 kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
 wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak
 orang pribadi pengusaha tertentu.
 Angka (4) : Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak
 dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib
 Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
 Beberapa fungsi dari NPWP diantaranya adalah:
 1. Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak;
 2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan
 administrasi perpajakan;
 3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan;
 4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP;
 5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan
 pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan. Misal : Dokumen Impor
 (PPUD, PIUD).
 Syarat-syarat pembuatan NPWP antara lain :
 Orang Pribadi : fotokopi kartu identitas berupa KTP atau SIM
 Badan Usaha : Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, fotokopi KTP Pengurus, dan
 Surat Keterangan Kegiatan Usaha.
 Pelayanan Pembuatan NPWP sebelum modernisasi
 Tata cara mengenai pembuatan NPWP telah diatur sejak tahun 1989. Direktur
 Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Dirjen dengan nomor KEP-34/PJ.2/1989
 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
 dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai tindak lanjut dari Keputusan
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Menteri Keuangan nomor : 947/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang
 Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak. Ketentuan mengenai tata
 cara pembuatan NPWP ini terus menerus diperbarui oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 Sebelum era modernisasi tahun 2008, ketentuan mengenai tata cara pembuatan
 NPWP ini terakhir diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor
 PER-160/PJ/2007 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
 KEP-161/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan
 Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta
 Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 Pada Lampiran PER-160/PJ/2007, tata cara pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak
 adalah sebagai berikut:
 Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas :
 1. Menerima formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak
 (KP.PDIP.4.1-00), berfungsi sebagai formulir pendaftaran, yang telah di
 tandatangani Wajib Pajak atau kuasanya yang sah beserta lampirannya;
 2. Memeriksa kelengkapan formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data
 Wajib Pajak .
 3. Mengisi kolom-kolom pada formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan
 Data Wajib Pajak (KP.PDIP.4.1-100) yang diisi oleh dinas;
 4. Meneliti administrasi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengetahui apakah Wajib
 Pajak sudah terdaftar atau belum;
 5. Merekam data Wajib Pajak dari formulir Permohonan Pendaftaran dan
 Perubahan Data Wajib Pajak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.
 Mencetak Lembar Pengawas Arus Dokumen (LPAD) serta menyerahkan Bukti
 Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak, setelah ditandatangani oleh
 petugas;
 6. Dalam hal Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib
 Pajak :
 a. Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan Kartu Nomor Pokok
 Wajib Pajak (KP.PDIP.4.4-000). Surat Keterangan Terdaftar diteruskan kepada
 Kepala Seksi TUP/Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani;
 5
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b. Menyampaikan keterangan Surat Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan Kartu Nomor
 Pokok Wajib Pajak (KP.PDIP.4.4-00) kepada Wajib Pajak paling lama pada hari
 kerja berikutnya setelah permohonan beserta persyaratannya diterima secara
 lengkap.
 7. Dalam hal Wajib Pajak selain mendaftarkan diri juga melaporkan usahanya
 untuk dikukuhkan sebagai Pengusah Kena Pajak :
 a. Mencetak Surat Tugas Pembuktian Alamat (KP.PDIP.4.6-00) Pengusaha kena
 Pajak, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Seksi TUP/Kepala Seksi
 Pelayanan untuk ditandatangani;
 b. Menerima dan merekam Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (KP.PDIP.4.7-
 00), pada komputer;
 c. Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00), Surat Pengukuhan
 Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00), dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
 (KP.PDIP.4.4-00). Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan
 Pengusaha Kena Pajak diteruskan kepada Kepala Seksi TUP/Kepala Seksi
 Pelayanan untuk ditandatangani, dalam hal alamat Wajib Pajak terbukti
 benar;
 d. Mencetak Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan
 Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.8-00), selanjutnya diteruskan kepada
 Kepala Seksi TUP/Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani, dalam hal
 alamat Wajib Pajak terbukti tidak benar;
 e. Menyampaikan Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00), Surat
 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) dan Kartu Nomor Pokok
 Wajib Pajak (KP.PDIP.4.4-00) atau Surat Penolakan Pendafataran Wajib Pajak
 dan Pelapoaran Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.8-00) paling lama 3 (tiga)
 hari kerja berikutnya setelah permohonan Pendaftaran dan Pelaporan
 Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak diterima secara lengkap.
 8. Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan di formulir
 Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (KP.PDIP.4.1-00),
 selanjutnya membuat berkas sementara wajib pajak yang berisi dokumen
 pendaftaran Wajib Pajak dan Surat lainnya untuk diteruskan ke pelaksana
 6
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Ketetapan dan Arsip (Tapsip) Seksi TUP/Pelaksana pengelola arsip Seksi
 Pelayanan;
 9. Mengirimkan daftar nominatif penambahan dan perubahan data Wajib Pajak
 suatu bulan ke Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan/Kantor
 Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan tempat tinggal atau tempat
 kedudukan dan/atau kegiatan usaha Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 bulan
 berikutnya.
 Ketentuan mengenai jangka waktu pelayanan pembuatan NPWP ini diatur dalam
 KEP-161/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan
 Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta
 Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, pada pasal 4
 angka (3), (4), dan (5) yang berbunyi :
 Angka (3) : Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
 dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah
 permohonan pendaftaran beserta persyaratannya diterima secara lengkap.
 Angka (4) : Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
 Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta
 persyaratannya diterima secara lengkap.
 Angka (5) : Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan
 usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Kartu Nomor
 Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha
 Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya
 setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya diterima
 secara lengkap.
 Pelayanan Pembuatan NPWP setelah modernisasi
 Setelah modernisasi Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008, ketentuan
 mengenai tata cara pembuatan NPWP terus menerus diperbarui. Hal ini sejalan
 dengan target DJP untuk meningkatkan jumlah wajib pajak sekaligus menyelaraskan
 dengan tuntutan modernisasi untuk memberikan pelayanan prima pada wajib pajak.
 Ketentuan mengenai pelayanan pembuatan NPWP setelah era modernisasi diatur
 terlebih dahulu dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010
 7
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tanggal 3 Mei 2010 mengenai Standar Prosedur Operasi (Standard Operating
 Procedure) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan Kementerian Keuangan. Kemudian
 ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :
 SE - 79/PJ/2010 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Layanan Unggulan
 Bidang Perpajakan.
 Beberapa hal yang diatur dalam SOP tersebut antara lain :
 1. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
 (NPWP)
 a. Deskripsi:
 merupakan pelayanan penyelesaian permintaan pendaftaran NPWP. Pendaftaran
 NPWP merupakan permohonan untuk menjadi Wajib Pajak sebagai identitas untuk
 melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
 b. Dasar Hukum:
 b.1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara
 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena
 Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena
 Pajak;
 b.2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tentang Tata Cara
 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena
 Pajak Dan Perubahan Data Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak dengan
 Sistem E-Registration;
 b.3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara
 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga.
 c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
 c.1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan
 Wajib Pajak Badan;
 c.2.Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan
 bebas, yang penghasilannya tiap bulan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak
 (PTKP).
 d. Janji Layanan:
 d.1. Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak permohonan
 pendaftaran NPWP diterima secara lengkap atau 1(satu) hari kerja sejak
 8
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informasi pendaftaran melalui Sistem e-Registration diterima Kantor Pelayanan
 Pajak (KPP), sepanjang permohonan pendaftaran NPWP diisi secara lengkap.
 d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
 d.3. Persyaratan administrasi:
 a) Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:
 mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.
 Bentuk formulir pendaftaran NPWP Orang Pribadi diatur di dalam Lampiran II.1
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara
 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena
 Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena
 Pajak.
 b) Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Badan/Joint Operation:
 mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.
 Bentuk formulir pendaftaran NPWP Badan/Joint Operation diatur di dalam
 Lampiran II.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang
 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan
 Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau
 Pengusaha Kena Pajak.
 c) Persyaratan NPWP untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong:
 mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.
 Bentuk formulir pendaftaran NPWP Bendaharawan diatur di dalam Lampiran II.5
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara
 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena
 Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena
 Pajak.
 d) Persyaratan NPWP bagi anggota keluarga:
 Tata cara pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga diatur di dalam Peraturan
 Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran
 Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga.
 Persyaratan administrasinya meliputi:
 a. Fotokopi Kartu Keluarga;
 b. Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga.
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Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP
 bagi anggota keluarga. Bentuk formulir pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga
 diatur di dalam Lampiran II.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
 PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi
 Anggota Keluarga.
 e. Proses:
 e.1. Awal : Wajib Pajak menyampaikan berkas permohonan pendaftaran Nomor
 nPokok Wajib Pajak (NPWP);
 e.2. Akhir : Pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar
 (SKT) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak.
 f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
 f.1. Surat Keterangan Terdaftar;
 f.2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 g. Bagan arus (flowchart)
 10
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2. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 a. Deskripsi:
 merupakan pelayanan penyelesaian permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena
 Pajak. Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan permohonan
 menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan
 kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas
 Barang Mewah (PPnBM).
 b. Dasar Hukum:
 b.1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara
 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena
 Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena
 Pajak;
 b.2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Maret
 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau
 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Dan Perubahan Data Wajib Pajak Dan/Atau
 Pengusaha Kena Pajak Dengan Sistem E-Registration.
 c. Pihak yang Dilayani/Stakeholder:
 Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan
 Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas
 Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
 Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang
 Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
 Penjualan Atas Barang Mewah.
 d. Janji Layanan:
 d.1. Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima
 lengkap.
 d.2. Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
 d.3. Persyaratan administrasi:
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Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan/Joint Operation:
 mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran PKP.
 Bentuk formulir pendaftaran PKP Orang Pribadi/Badan/JO diatur di dalam Lampiran
 II.7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara
 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena
 Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena
 Pajak.
 e. Proses:
 e.1. Awal : Wajib Pajak menyampaikan berkas permohonan Pengukuhan Pengusaha
 Kena Pajak (PKP);
 e.2. Akhir : Pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Pengukuhan atau
 Penolakan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Wajib Pajak.
 f. Keluaran/Hasil Akhir (output):
 Surat Pengukuhan PKP atau Surat Penolakan PKP
 g. Bagan arus (flowchart)
 Melalui uraian di atas, beberapa hal yang membedakan pelayanan pembuatan
 NPWP/NPPKP sebelum dan sesudah adanya reformasi perpajakan diantaranya
 adalah :
 No Pembeda Sebelum
 modrenisasi
 Setelah
 modernisasi
 1 Jangka waktu
 penyelesaian
 NPWP
 1 hari kerja
 berikutnya
 1 hari kerja
 2 Jangka waktu
 penyelesaian
 pengukuhan
 PKP
 3 hari kerja
 berikutnya
 1 hari kerja
 3 Pemeriksaan
 lapangan untuk
 pengukuhan
 PKP
 Dilakukan
 terlebih dahulu
 Tidak langsung
 dilakukan
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Modernisasi membawa perbaikan pada pelayanan pembuatan NPWP. Pelayanan
 prima dalam pembuatan NPWP dan Pengukuhan PKP ini diharapkan dapat
 memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan akan meningkatkan kerelaan
 masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Pelayanan pembuatan
 NPWP dan upaya ekstensifikasi terbukti mampu meningkatkan jumlah wajib pajak
 terdaftar selama beberapa tahun terakhir. Berikut data perkembangan jumlah wajib
 pajak terdaftar :
 No Tahun Jumlah
 NPWP /
 WP
 terdaftar
 1 2006 4.358.014
 2 2007 4.805.290
 3 2008 7.137.023
 4 2009 10.682.099
 5 2010 15.911.576
 Ket: Jumlah WP terdaftar (terdiri dari WP Badan, WPOP, Bendahara,dll dengan status
 pusat/domisili dan cabang/lokasi) pada tgl januari setiap tahunnya
 Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa setelah modernisasi perpajakan, jumlah
 wajib pajak meningkat signifikan. Hal ini merupakan bentuk keberhasilan upaya
 ekstensifikasi perpajakan dan pelayanan prima dalam pembuatan NPWP.
 c. Dukungan TI
 i. Pembentukan Direktorat TI
 Perbaikan business process dilakukan antara lain dengan penerapan e-system
 dengan dibukanya fasilitas e-filing (pengiriman SPT secara online melalui internet),
 e-SPT (penyerahan SPT dalam media digital), e-payment (fasilitas pembayaran online
 untuk PBB), dan e-registration (pendaftaran NPWP secara online melalui internet).
 Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak dalam
 melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk sistem administrasi internal saat ini
 digunakan Sistem Informasi DJP (SIDJP). Salah satu fitur penting sistem tersebut
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adalah case management dan workflow system yang digunakan untuk administrasi
 persuratan, proses pelayanan, serta pengadministrasian account Wajib Pajak.
 Sistem informasi manajemen internal seperti Sistem Kepegawaian, Sistem Informasi
 Keuangan dan Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Key Performance Indicator (KPI)
 juga terus dikembangkan. DJP juga tengah mengembangkan PINTAR [Project For
 indonesian Tax Administration Reform) sebagai program penyempurnaan sistem
 administrasi perpajakan untuk mendukung reformasi administrasi yang dilakukan
 DJP. Program PINTAR yang direncanakan selesai pada tahun 2013, bertujuan untuk
 menyediakan layanan perpajakan lebih baik dengan memperbaiki tata kelola
 administrasi yang lebih transparan dan akuntabel yang pada akhirnya akan
 meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
 Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, DJP memerlukan
 dukungan teknologi informasi yang memadai. Pada struktur DJP setelah reformasi
 birokrasi, terdapat dua direktorat yang bertugas memberikan dukungan di bidang
 teknologi informasi, yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) dan
 Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI). Berikut adalah
 struktur organisasi pada kedua direktorat tersebut.
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ii. website, portal, e-SPT, e-filling, e-payment, taxpayer’s account, e-registration, e-
 counceling, SI-DJP
 - Website
 DAlam rangka reformasi proses bisnis, DJP selalu berusaha mengembangkan diri
 dan jug amnegikuti perkembangan teknologi yang cukup pesat. Salah satunya
 adalah dengan membuat website yang mengakomodir keperluan shareholder
 DJP (pemerintah, Wajib Pajak, pegawai, masyarakat umum). Website DJp ini
 bersifat user friendly serta berisi informasi perkembangan perpajaka yang up to
 date. Tidak kalah pentingnya, website ini juga menyediakan peraturan
 perpajakn terbaru. Semua formulir perpajakan juga dapat diunduh pad awebsite
 ini. Begitupun dengan fasilitas-fasilitas administrasi perpajakan yang
 memudahkan Wajib Pajak (e-NPWP, e-Filing, e-SPT, e-registration). Website DJP
 di-desain dengan menganut prinsip “pelayanan satu atap”. Dengan sekali klik,
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para shareholder DJP bisa memperoleh apa yang dibutuhkannya di website DJP.
 Website DJP bisa diakses di www.pajak.go.id
 - Portal
 Suatu situs selain berguna sebagai etalase sebuah organisasi, juga dapat
 difungsikan sebagai media komunikasi aktif. Berbagai manfaat akan diperoleh
 oleh organisasi jika digunakan secara optimal. Mengetahui keinginan dan issue
 yang berkembang dalam dunia bisnis. Semua informasi yang masuk, baik yang
 positif atau negatif, dapat dimanfaatkan memperbaiki sistem pelayanan,
 meningkatkan image, serta menyusun rencana kerja.
 Oleh karena itu Ditjen Pajak telah mengembangkan suatu portal untuk
 memfasilitasi kebutuhan masyarakat atas informasi perpajakan yang semakin
 meningkat dari hari ke hari seiring dengan perkembangan teknologi yang
 terjadi.Selain sebagai sumber informasi bagi masyarakat, portal ini juga dapat
 digunakan sebagai sarana komunikasi bagi para pegawai di internal Ditjen
 Pajak.Berbagai manfaat akan diperoleh oleh organisasi jika digunakan secara
 16
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optimal. Mengetahui keinginan dan issue yang berkembang dalam dunia bisnis.
 Semua informasi yang masuk, baik yang positif atau negatif, dapat dimanfaatkan
 memperbaiki sistem pelayanan, meningkatkan image, serta menyusun rencana
 kerja
 Portal merupakan suatu istilah yang memiliki arti yang sama dengan pintu
 gerbang. Dalam dunia web, portal diartikan sebagai situs awal atau utama bagi
 user ketika user terkoneksi ke dalam suatu jaringan.Portal Direktorat Jenderal
 Pajak terdiri dari:
 1. Portal Intranet (Government to Employee)
 - Hanya dapat diakses oleh karyawan DJP
 - Digunakan untuk mempermudah dan memperlancar karyawan
 dalam melaksanakan pekerjaannya.
 2. Portal Internet (Government to Customer)
 - Bersifat public
 - Berisi informasi-informasi mengenai perpajakan yang boleh
 diketahui oleh Wajib Pajak.
 3. Portal Ekstranet (Government to Bussiness dan Government to
 Government)
 - Menggunakan teknologi web service
 - Digunakan oleh rekanan kerja DJP, antara lain bank (dalam
 hal MPN), dan departemen-departemen lain.
 Tujuan dibentuknya Corporate Portal Ditjen Pajak Kementerian Keuangan
 adalah sebagai berikut:
 1. Membentuk citra DJP baru sebagai institusi pemerintahan yang mampu
 memberikan pelayanan publik secara profesional dan transparan;
 2. Memiliki Sistem Corporate Portal yang aman, sistematis, komprehensif, dan
 terintegrasi.
 3. Memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bentuk informasi dan
 aplikasi secara elektronik bagi setiap pegawai DJP, Wajib Pajak, instansi-
 instansi partner DJP lainnya, dan instansi-instansi pemerintahan lainnya;
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4. Membentuk komunitas antar pegawai di lingkungan DJP untuk saling
 berinteraksi dan berbagi informasi.
 Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh Ditjen Pajak melalui
 dikembangkannya Portal DJP yaitu antara lain adalah sebagai berikut :
 1. Memiliki sistem pengelolaan informasi yang sistematis, aman dan akurat
 secara elektronik;
 2. Mempercepat dan mempermudah distribusi informasi, baik kepada unit-
 unit di lingkungan DJP maupun lingkungan eksternal DJP, melalui
 kemudahan dalam mempublikasikan serta pertukaran data dan
 informasi; Meningkatkan produktivitas dan kinerja tidak hanya para
 pegawai DJP tetapi juga unit-unit di lingkungan DJP dalam pelaksanaan
 tugas, baik yang bersifat taktis operasional maupun strategis.
 - e-SPT
 Mulai 1 Juli 2009 Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan penyampaian surat
 pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT Tahunan PPh) dalam bentuk e-
 SPT atau SPT elektronik.e-SPT merupakan aplikasi/alat yang dapat digunakan
 Wajib Pajak untuk membuat SPT dalam bentuk data elektronik yang
 disampaikan dengan menggunakan media elektronik atau melalui e-Filing.
 Sedangkan yang dimaksud dengan data elektronik adalah data SPT yang
 dihasilkan dari e-SPT. Dengan kata lain, output yang dihasilkan dari e-SPT ini
 adalah SPT yang sama dengan SPT hardcopy yang selama ini disampaikan
 secara konvesional, hanya saja pelaporannya disajikan dalam bentuk yang
 berbeda, yakni dalam bentuk data digital.
 Penyampaian e-SPT bisa dilakukan melalui media elektronik.Yang dimaksud
 dengan media elektronik di sini adalah sarana penyimpanan data elektronik
 yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke
 komputer lainnya.
 Sarana penyimpanan yang dapat digunakan pun bervariasi sehingga
 memberikan alternatif pilihan dalam melaporkan SPT ketimbang
 sebelumnya.Untuk memindahkan data SPT tersebut Wajib Pajak dapat
 mempergunakan disket, CD, ataupun flash disk sebagai medianya.
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Penyampaian e-SPT melalui media elektronik ini dilakukan dengan cara
 manual, yaitu disampaikan langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau
 disampaikan melalui kantor pos secara tercatat.
 Pengaturan mengenai e-SPT ini didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal
 Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan
 dalam Bentuk Elektronik.Pada ketentuannya wajib pajak yang telah ditetapkan
 terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku
 sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan, terhitung sejak
 tanggal 1 Juli 2009. Sedangkan wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya
 peraturan ini berlaku terhitung sejak awal bulan keenam setelah bulan
 penetapan wajib pajak.Wajib pajak yang telah menyampaikan e-SPT sebelum
 keluarnya peraturan ini diwajibkan melakukan lagi penyampaian SPT dalam
 bentuk elektronik.
 Penyampaian e-SPT oleh wajib pajak kepada KPP tempat dimana wajib pajak
 terdaftar dapat secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat
 dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau
 SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah
 ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta
 dokumen lain yang wajib dilampirkan.
 Kelebihan e-SPT :
 1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran
 dalam bentuk media CD/disket.
 2. Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik
 3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan
 dengan baik dan sistematis
 4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan
 sistem komputer
 5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
 6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir
 dengan menggunakan sistem komputer.
 7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas
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8. berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan
 sumber daya yang cukup banyak.
 Prosedur Penyampaian E-Spt
 SPT dalam bentuk Elektronik (e-SPT) beserta lampiran-lampirannya dilaporkan
 dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, flash disk dan lain-lain) ke
 KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi SPT yang
 diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak.
 Dengan menggunakan aplikasi e-SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara,
 dan men-generatedata Elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.
 Prosedur Penyampaian e-SPT adalah sebagai berikut :
 1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang
 digunakan untukkeperluan administrasi perpajakannya;
 2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data
 perpajakan yang akandilaporkan, yaitu antara lain:
 a) Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan Identitas Wajib
 Pajak yangdipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos,
 Nama KPP, PejabatPenandatangan, Kota, Format Nomor Bukti
 Potong/Pungut, Nomor awal buktiPotong/Pungut, Kode Kurs Mata
 Uang yang Digunakan;
 b) Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh;
 c) Faktur Pajak;
 d) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT;
 e) Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak,
 tanggal setor, NTPN,kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak;
 3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan
 sendiri dapatmelakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib
 Pajak ke dalam aplikasi e-SPTdengan mengacu kepada format data yang
 sesuai dengan aplikasi e-SPT;
 4. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan
 menggunakan aplikasi e-SPTdan menyampaikannya kepada pihak yang
 dipotong/dipungut;
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5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa
 PPN dan/atau SPTTahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT;
 6. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT
 Masa PPN dan/atauSPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;
 7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT
 dan disimpandalam media elektronik;
 8. Wajib Pajak Menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
 dengan cara:
 a. secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir
 dengan bukti pengirimansurat, dengan membawa atau mengirimkan
 formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPTMasa PPN dan/atau SPT
 Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani danfile
 data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain
 yang wajibdilampirkan; atau
 b. melaluie-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 9. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan
 surat dari TPTsedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa
 ekspedisi/kurir bukti pengiriman suratdianggap sebagai tanda terima SPT.
 - e-filling
 Sesuai dengan kalender perpajakan nasional, Maret umumnya masa yang paling
 sibuk, baik bagi wajib pajak maupun Ditjen Pajak. Karena tanggal 31 Maret
 merupakan batas akhir penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak
 penghasilan (PPh) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Bagi wajib pajak, akan
 mempersiapkan laporan keuangan yang akurat dan dokumen terkait. Setelah
 melakukan rekonsiliasi fiskal atas perhitungan laba-rugi komersial, kemudian
 dihitung besarnya pajak yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29), yang paling
 lambat disetor 25 Maret. Selanjutnya mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan
 PPh. Sedangkan bagi Ditjen Pajak, dalam waktu bersamaan akan mengelola
 penerimaan SPT Tahunan PPh dalam jumlah besar. Sehingga dibutuhkan sistem,
 administrasi dan pelayanan yang lebih cepat di seluruh KPP.
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Dalam hal pelaporan SPT, secara umum yang selama ini dilakukan adalah
 dengan menyampaikan langsung ke KPP, atau dikirim melalui pos secara
 tercatat. Namun sesuai pasal 6 ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara
 Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa SPT dapat disampaikan dengan cara
 lain. Dengan juklak Peraturan Dirjen Pajak No. KEP-88/PJ/2004 jo
 KEP-05/PJ/2005, telah ditetapkan cara lain tersebut, yakni secara elektronik,
 yang kini dikenal dengan e-filing.
 SPT yang dapat disampaikan tidak hanya SPT Tahunan PPh, namun juga SPT
 Masa, yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer (e-SPT).
 Penyampaian SPT dilakukan secara sistem on-line yang real time melalui
 Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider, ASP). Tapi, tidak semua ASP
 diperkenankan sebagai mediator, melainkan hanya ASP yang telah ditunjuk oleh
 Dirjen Pajak saja. Untuk dapat menyampaikan SPT secara e-filing, wajib pajak
 terlebih dahulu memiliki identitas berupa electronic Filing Identification Number
 (e-FIN), dan memperoleh sertifikat (digital sertificate) dari Ditjen Pajak. e-FIN
 adalah nomor identitas yang diberikan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar.
 Permohonan untuk memperoleh e-FIN disetujui bila (a) alamat yang tercantum
 dalam permohonan sama dengan alamat dalam database wajib pajak di master
 file Ditjen Pajak, dan (b) telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun untuk
 pajak terakhir, dan SPT Masa PPN untuk enam bulan terakhir. Bagi yang telah
 memiliki e-FIN, wajib pajak dapat mendaftarkan diri melalui website satu atau
 beberapa ASP yang telah ditunjuk Dirjen Pajak. Pihak ASP akan mengirimkan
 tata cara penyampaian SPT secara elektronik (e-filing), aplikasi e-SPT dan
 petunjuk penggunaannya kepada wajib pajak.
 Wajib pajak juga harus meminta seritifikat (digital sertificate) ke Ditjen Pajak
 melalui website ASP. Fungsinya sebagai pengaman data wajib pajak dalam
 setiap proses penyampaian SPT secara e-filing. SPT yang telah diisi secara benar,
 jelas dan lengkap disampaikan secara e-filing melalui perusahaan ASP. Bila SPT
 telah dinyatakan lengkap, kepada wajib pajak akan diberikan bukti penerimaan
 secara elektronik yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT. Bukti
 penerimaan berisi informasi meliputi NPWP, tanggal, jam, nomor transaksi
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penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), serta nama
 perusahaan ASP.
 Karena sistemnya melalui sarana elektronik, penyampaian SPT dengan e-filing
 dapat dilakukan setiap saat (nonstop). Selama 24 jam sehari dan tujuh hari
 seminggu dengan standar waktu Indonesia bagian barat. Dalam hal SPT yang
 disampaikan pada akhir batas waktu (jatuh tempo) jatuh pada hari libur,
 dianggap disampaikan tepat waktu. Inilah kelebihan e-filing. Wajib pajak
 mencetak dan menandatangani induk SPT yang telah diterima KPP. Untuk
 adminsitrasi selanjutnya, disampaikan beserta surat setoran pajak (SSP) dan
 dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke KPP secara langsung atau melalui
 pos. Waktunya paling lama 14 hari sejak batas akhir pelaporan SPT, atau sejak
 tanggal penyampaian SPT secara e-filing.
 SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal
 yang tercantum dalam bukti penerimaan secara elektronik. Sedangkan bila tidak
 menyampaikan induk SPT beserta lampiran yang dipersyaratkan, wajib pajak
 dianggap tidak menyampaikan SPT. Perusahaan ASP wajib memberikan jaminan
 kepada wajib pajak bahwa SPT yang disampaikan secara e-filing dijamin
 kerahasiaannya, diterima di Ditjen Pajak secara lengkap dan real time, serta
 diakui oleh pihak wajib pajak dan Ditjen Pajak.
 Apa yang telah dilakukan Ditjen Pajak dengan menerapkan e-system dalam
 kegiatan perpajakan, merupakan upaya memenuhi kebutuhan lembaga dan
 organisasi ke masa depan. Ini seirama dengan tuntutan good government dan
 pelayanan prima. Sepanjang wajib pajak menyampaikan SPT yang diisi dengan
 benar, jelas dan lengkap, niscaya tidak akan menggusarkan diri wajib pajak.
 e-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau
 Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang
 real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).
 Dengan cara eFiling ini maka pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat,
 mudah dan aman. Setiap SPT pajak yang dikirimkan akan di- encrypted sehingga
 terjamin kerahasiaannya. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak akan
 dapat mengetahui isi dari SPT pajak tersebut. Sebagai gambaran sebuah
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komputer paling canggih dalam komputasi saja memerlukan waktu 2 tahun
 untuk dapat memecahkan encryption tersebut.
 Latar Belakang eFiling
 Untuk menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas wajib
 pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus
 semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan
 untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan
 kertas, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan
 No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004.
 Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara eFiling ini adalah :
 1. Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT
 secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak
 orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja,
 sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau
 usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang
 dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan
 melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
 2. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan
 memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan
 penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan
 (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
 3. Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara
 pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan
 terhadap para WP tersebut. Maka dengan eFiling dimana sistem pelaporan
 menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat
 lagi dan penerimaan negara tercapai.
 Tata cara penggunaan eFiling ini dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap :
 A. Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan eFIN
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1. Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan
 eFIN (Electronic Filing Identification Number) yang diterbitkan oleh Kantor
 Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat
 permohonan , dengan melampirkan :
 - Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar,
 - Dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat
 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 2. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila:
 Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam
 database (masterfile ) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas
 permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Electronic
 Filing Identification Number (eFIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
 permohonan diterima secara lengkap.
 4. Jika eFIN (Electronic Filing Identification Number) hilang, Wajib Pajak dapat
 mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat:
 - Menunjukkan Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli
 - Dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukkan Surat Pengusaha
 Kena Pajak yang asli.
 B. Pendaftaran
 1. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan eFIN dapat mendaftar melalui
 penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
 2. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, penyedia Jasa Aplikasi akan
 memberikan :
 a. User ID dan Password
 b. Aplikasi eSPT (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai
 dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya.
 c. Sertifikat ( digital certificate ) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal
 Pajak berdasarkan eFIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada
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Pajakku.com. Digital certificate ini akan berfungsi sebagai pengaman
 data Wajib Pajak dalam setiap proses eFiling.
 C. Penyampaian eSPT Secara eFiling
 1. Dengan menggunakan aplikasi eSPT yang telah didapat maka Surat
 Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh Wajib pajak.
 2. Setelah pengisian SPT lengkap maka WP dapat mengirimkan secara online
 ke Direktorat Jenderal Pajak melalui penyedia Jasa Aplikasi.
 Setelah melakukan proses eFiling, ada 3 (tiga) hal penting yang harus
 diperhatikan :
 A. Bukti Transaksi eFiling
 1. WP akan menerima Bukti Penerimaan secara elektronik dari Direktorat
 Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT.
 2. Bukti Penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi :
 • NPWP
 • Tanggal
 • Jam
 • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)
 • Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA)
 • Kode ASP
 B. Masa Pemberlakuan eFiling
 1. Penyampaian SPT secara eFiling dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7
 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
 2. SPT yang disampaikan secara eFiling pada akhir batas waktu penyampaian
 SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.
 C. Penyempurnaan eFiling
 1. Sesusai dengan PER 47/PJ/2008, WP pengguna e-Filing tidak perlu lagi
 menyampaikan Hardcopy SPT dan SSP lembar ke 3 bila telah memenuhi
 ketentuan.
 2. WP wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya yang wajib dilampirkan
 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar, secara langsung atau
 melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER
 47/PJ/2008, paling lama :
 26

Page 27
                        

a. 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT jika SPT disampaikan sebelum
 batas akhir penyampaian;
 b. 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara eFiling jika SPT
 disampaikan setelah batas akhir penyampaian.
 c. SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan
 tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik (lihat
 A.1), sepanjang WP telah memenuhi kewajibannya (lihat C.2).
 d. Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan
 (lihat C.2) dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan
 induk SPT beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada
 bukti pengiriman surat .
 e. Jika WP tidak menyampaikan induk SPT beserta lampirannya dalam
 jangka waktu yang ditentukan, maka WP dianggap tidak menyampaikan
 SPT.
 f. Pajakku.com memberikan jaminan kepada WP bahwa SPT dan
 lampirannya yang disampaikan secara eFiling dijamin kerahasiaannya,
 diterima di Direktorat Jenderal Pajak secara lengkap dan real time serta
 diakui oleh pihak WP dan Direktorat Jenderal Pajak
 - e-payment
 Sekarang bagi Wajib Pajak yang sering merasa sibuk, tidak mempunyai banyak
 waktu, malas ngatri, tidak tahu kemana membayar PBB tidak perlu bingung lagi,
 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan kerjasama dengan beberapa Bank
 yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran secara elektronik/e-payment
 (via ATM). Dengan adanya kerjasama ini diharapkan memberi kenyamanan dan
 kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.
 e-Payment Nasional, yaitu pengelolaan pembayaran pajak (PBB) melalui sistem
 on-line. Jaringan komunikasi ini menghubungkan basis data di tingkat lokal
 dengan basis data di tingkat pusat, baik Kantor Pusat DJP maupun bank mitra
 kerja penyedia layanan e-Payment. Segera setelah terjadi transaksi pembayaran
 di ATM, maka transaksi yang terekam di pusat data bank mitra kerja dikirim
 melalui Central Network Provider kepada Kantor Pelayanan PBB dan Kantor
 Pusat DJP, yang diikuti dengan proses pembagian hasil penerimaan baik untuk
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kabupaten/kota, propinsi maupun pusat. E-Payment Pajak secara nasional,
 paling tidak memperkuat landasan bagi terwujudnya e-Govt, yang pada akhirnya
 akan mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel dan melibatkan
 peran serta para stake holder. Penghargaan yang sama juga diperoleh Menteri
 Pendidikan dan Kebudayaan Nasional serta Menteri Komunikasi dan Informasi.
 Berikut ini tips cara pembayaran PBB melalui ATM :
 1. Pastikan anda mendatangi ATM Bank2 yang telah menerima pembayaran
 PBB secara e-payment(bank yang namanya diatas) dengan membawa data
 yang lengkap dan benar tentang Nomor Obyek Pajak (NOP) yang tercantum
 dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan tahun Pajak yang akan
 dibayar.
 2. Membuka menu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
 3. Mengisi NOP dan Tahun Pajak secara tepat, lengkap dan benar.
 4. Meneliti Identitas Wajib Pajak yang terdiri dari NOP, nama, Kelurahan,
 jumlah PBB yang terhutang dan Tahun Pajak yang muncul monitor ATM.
 5. Mengambil struk hasil pembayaran dimesin ATM tersebut.
 6. Mengecek kebenaran "Struk Tanda Terima Pembayaran PBB" yang
 diperoleh.
 7. Ada baiknya anda konfirmasi ke Kantor PBB atas pelunasan tersebut.
 8. Simpan baik2 bukti Pembayaran PBB melalui ATM anda.
 Keuntungan pembayaran melalui e-banking, para wajib pajak tidak perlu
 membawa uang tunai. Pembayaran dapat dilakukan setiap saat dan tidak
 terpaku pada lokasi objek dan domisili. Ketika melakukan pembayaran, WP
 harus memasukan nomor objek pajak dan tahun pajak yang akan dibayar. Data
 pembayaran akan tersaji secara cepat dan akurat serta real time online. Proses
 pelimpahan hasil penerimaan PBB juga dilakukan secara otomatis ke bank
 persepsi. Tidak perlu dilakukan perekaman pembayaran, karena status lunas
 secara otomtis akan terekam dalam basis data pada saat selesai dilakukan
 pembayaran.
 Struk ATM atau bukti pembayaran yang dikeluarkan fasilitas e-Banking atau
 counter teller, diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dan sebagai pengganti
 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB.
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- taxpayer’s account
 Saat ini, Ditjen Pajak masih dalam tahap menyiapkan dan memperkuat sistem
 tax payer account, yakni semacam rekening khusus bagi WP. Bentuk
 sederhananya, bila selama ini catatan mengenai seorang WP orang pribadi
 hanya terdiri dari nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) maka
 kedepannya akan ditambah lagi beberapa catatan yang lebih lengkap. Data
 tambahan tersebut, antara lain nama ibu dari WP yang bersangkutan, termasuk
 rincian berapa sebenarnya total kewajiban pajaknya dan berapa yang sudah
 dilunasi. Dengan sistem tersebut, ke depan WP dapat dengan mudah melakukan
 pengecekan sisa kewajiban pembayaran pajaknya secara online.
 Menurut Direktur Transformasi Bisnis Ditjen Pajak, Robert Pakpahan, dibanding
 dengan WP badan, pencatatan WP orang pribadi memang masih membutuhkan
 banyak perbaikan dengan sistem teknologi yang lebih canggih. Robert
 menjelaskan, bila nantinya sistem informasi ini sudah berjalan, WP dapat
 melakukan pengecekan kewajiban membayar pajak dimanapun dia berada.
 Bukan saja diseluruh kantor pajak se-Indonesia, tapi juga dari rumah. Tax payer
 account ini akan berlaku secara komprehensif alias menyeluruh. Menurut
 Robert, penguatan tax payer account ini merupakan bagian program PINTAR
 (Project for Indonesia Tax Administration Reform) Ditjen Pajak. Pendanaan
 program ini berasal dari Bank Dunia sebesar US$ 145 juta. Sayang, Robert
 mengaku tidak dapat menyebutkan berapa banyak dana khusus buat proyek ini.
 Idealnya setiap wajib pajak (WP) harus memiliki rekening pajak. Dengan begitu,
 WP dapat mengakses informasi perpajakannya. WP harus bisa mengakses
 sistem informasi pajak untuk melihat seperti apa pembayaran pajak dia selama
 ini, kemudian adakah kekurangan atau tunggakan pajak, dan sebagainya.
 - e-registration
 Selain mendaftar secara langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, terdapat
 juga cara lain untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP, caranya adalah
 mendaftar NPWP secara online. Jadi, jika subjek pajak yang telah memenuhi
 persyaratan subjektif dan objektifnya maka segeralah mendaftarkan diri untuk
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diberikan NPWP. Dan jika malas mendaftar secara langsung di KPP maka anda
 dapat mendaftar NPWP secara online melalui internet, yaitu lewat e-registration
 atau juga disebut e-reg. Cara mendaftar NPWP bisa secara langsung yaitu
 dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak dengan membawa KTP dan mengisi
 formulir pendaftaran NPWP. Untuk pendaftaran NPWP secara langsung, KPP
 yang dituju wilayah kerjanya harus meliputi alamat yangg tercantum, misalnya
 beralamat di daerah Serpong, maka harus mendaftar di KPP yang wilayah
 kerjanya meliputi daerah serpong.
 Untuk cara kedua yaitu secara online melalui e-reg, kelebihannya Anda tidak
 harus datang ke KPP, cukup mendaftar melalui internet. Caranya sebagai
 berikut:
 a. Buka www.pajak.go.id lalu cari E-registration
 b. Atau langsung saja Buka alamatnya
 http://ereg.pajak.go.id/ereg/wp/Login.do
 c. Buatlah Account Baru
 d. Login dengan username dan password yang sudah anda buat
 e. Mengisi isian dalam formulir yang disediakan.
 f. Setelah mengisi formulir lalu cetaklah :
 - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sementara
 - Formulir Registrasi
 Anda sudah bisa mengetahui nomor anda secara langsung dan terdaftar di KPP
 mana. Tapi NPWP anda belum aktif jika tidak diaktifkan ke KPP terkait dalam
 jangka waktu 30 hari. Untuk mengaktifkan NPWP anda bawalah formulir SKT
 Sementara dan Formulir Registrasi dengan dilengkapi dengan fotokopi KTP ke
 KPP terkait, bisa melalui pos. Untuk sekarang ini Pemerintah dalam hal ini
 Direktorat Jenderal Pajak sudah tidak mempersulit warga masyarakat untuk
 memiliki NPWP, malah dianjurkan untuk ber-NPWP.
 Adapun gambaran skema mekanisme pelaksanaan e-registration NPWP dapat
 digambarkan sebagai berikut:
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Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan e-registration untuk mendaftar
 NPWP dapat dijabarkan sebagai berikut:
 a. Masuk ke Aplikasi e-Registration lewat http://www.pajak.go.id Membuat
 Account Wajib Pajak
 b. Membuat Account Wajib Pajak
 c. Login ke Aplikasi e-Registration
 d. Mengisi Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak
 e. Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronis
 f. Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan
 menandatanganinya
 g. Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKTS)
 h. Mengirim Formulir Permohonan Registrasi yang telah ditandatangani dan
 SKTS dengan melampirkan persyaratan lainnya ke KPP tempat Wajib Pajak
 Mendaftarkan diri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar
 NPWP, antara lain:
 1) Wajib Pajak OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 • Fotokopy KTP atau Identitas Lainnya
 • Surat Keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang.
 2) Wajib Pajak OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 • Fotokopy KTP atau Identitas Lainnya
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• Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang
 • Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang
 berwenang
 3) Untuk Wajib Pajak badan:
 • Fotokopy KTP atau Identitas Lainnya ditambah surat keterangan
 tempat tinggal dari salah seorang pengurus
 • Fotokopi Akte Pendirian
 • Surat keterangan tempat kegiatan usaha
 4) Untuk Wajib Pajak Bendaharawan:
 • Fotocopy KTP atau Identitas Lainnya
 • Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan
 i. Menerima Surat Keterangan Terdaftar yang Sudah ditandatangani Kasi TUP
 Kasi Pelayanan dan Kartu NPWP Magnetik dari KPP terdaftar
 - e-counceling
 Dalam upaya mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih
 dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai prinsip Good
 Governance and Clean Government, Direktorat Jenderal Pajak dalam
 pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada
 prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, profesionalisme, efektivitas dan
 akuntabilitas sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan wewenangnya. Sesuai
 dengan TAP MPR Nomor :XIIMPR/1998 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor
 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN,
 Direktorat Jenderal Pajak menerapkan prinsip-prinsip tersebut diatas dengan
 mengembangkan Pusat Pengaduan Pajak (Tax Complaint Center) untuk
 meningkatkan partisipasi masyarakat melakukan pengawasan terhadap
 Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada
 masyarakat dengan cara membuka akses pengaduan seluas-Iuasnya melalui
 telepon, faksimili, internet, surat dan atau cara lain yang dapat ditangani dengan
 cepat dan tuntas. Pusat Pengaduan Pajak (Tax Complaint Center) yang
 dikembangkan sejak tahun 2008 dapat diakses oleh masyarakat melalui website
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dengan alamat : pengaduan.pajak.go.id, Kring Pajak 500-200,
 email:[email protected].
 Sampai saat ini pengaduan masyarakat yang diterima dan ditangani oleh Pusat
 Pengaduan Pajak (Tax Complaint Center) pada umumnya berupa :
 a. Keluhan tentang penerapan peraturan perpajakan yang tidak konsisten:
 • Majikan/ pemberi kerja enggan memanfaatkan stimulus Pemotongan
 Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga karyawan mengeluh.
 • Validasi SSB PBB lebih lama dari ketentuan yang ada;
 • NJOP PBB dirasakan tidak sesuai kondisi di lapangan;
 b. Indikasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak:
 • Pegawai melaporkan perusahaannya tidak melaporkan SPT dengan
 sebenarnya;
 • Masyarakat melaporkan badan usaha yang tidak pernah menyetorkan
 pajak;
 • Pegawai melaporkan perusahaannya melakukan rekayasa pembukuan
 ganda;
 • Pegawai melaporkan perusahaannya melakukan transfer pricing;
 c. Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin pegawai:
 • Masyarakat melaporkan pegawai yang memeras dalam memberikan
 pelayanan;
 • Masyarakat melaporkan pegawai terindikasi tindak KKN;
 • Pegawai melanggar jam kerja dinas;
 • Pegawai memanfaatkan peralatan dinas secara tidak wajar;
 • Pegawai melanggar peraturan kepegawaian;
 • Penyalahgunaan wewenang lainnya.
 d. Hambatan dan ketidakprofesionalan dalam pelayanan prima kepada
 masyarakat:
 • Antrian tidak tertib di Tempat Pelayanan Terpadu;
 • Pegawai tidak ramah dalam melayani;
 • Wajib Pajak telepon ke KPP sering tidak dijawab;
 • Wajib Pajak merasa dipingpong;
 • Penyelesaian NPWP tidak sesuai waktu yang dijanjikan;
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• Pegawai tidak berada ditempat;
 e. Sarana kantor yang tidak memadai dalam memberikan pelayanan prima:
 • Sistem komputer & jaringan informasi yang sering terganggu;
 • Sistem nomor antrian pelayanan tidak berfungsi;
 • Loket pelayanan yang kurang;
 • Tidak ada panduan prosedur pelayanan;
 • Tidak ada ruangan merokok;
 • Toilet dan parkir di beberapa kantor yang tidak nyaman
 Dapat kami laporkan bahwa Pusat Pengaduan Pajak (Tax Complaint Center)
 memiliki standard operating procedure (SOP) penanganan pengaduan yang
 sudah dibakukan sebagai berikut :
 a. menerima pengaduan dari pelapor;
 b. melakukan validasi pengaduan (meliputi: identitas pelapor, identitas
 terlapor, kontak yang dapat dihubungi, dan bukti data pendukung);
 c. menindaklanjuti pengaduan dengan memakai Sistem Informasi Pengaduan
 Pajak (SIPP);
 d. melakukan distribusi pengaduan ke unit kerja yang diadukan melalui liaison
 officer yang telah ditunjuk untuk mengkoordinasikan penanganan di unit
 kerja tersebut (estimasi waktu penyelesaian dan jawaban pengaduan);
 e. menerima laporan estimasi waktu penyelesaian dan jawaban pengaduan;
 f. menyampaikan jawaban pengaduan kepada pelapor.
 Dalam rangka pengawasan kualitas pelayanan sesuai standard operating
 procedure (SOP), seluruh pengaduan yang diterima oleh pegawai Pusat
 Pengaduan Pajak direkam dalam server Sistem Informasi Pengaduan Pajak
 (SIPP) sehingga dapat dilacak keberadaan dan kebenaran pengaduannya
 sehingga seluruh bukti/ data yang diterima dapat dipertanggungjawabkan.
 Berdasarkan Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP), jumlah pengaduan
 masyarakat yang diterima mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Oktober
 2009 berjumlah 8390 buah pengaduan dengan rincian sebagai berikut:
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Jumlah pengaduan yang diterima dari masyarakat paling banyak masuk pada
 bulan-bulan di awal tahun. Hal tersebut terkait dengan batas waktu
 penyampaian SPT Tahunan PPh 2008 yang harus dimasukkan paling lambat
 tangga 31 Maret 2009, sehingga masyarakat dan Wajib Pajak banyak melakukan
 pengaduan, informasi dan saran terkait dengan pelayanan unit kerja di
 lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Media saluran yang dipilih oleh
 masyarakat untuk menyampaikan pengaduan sebagai berikut :
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Masyarakat dalam melakukan pengaduan paling banyak mengakses melalui
 telepon (Kring Pajak 500200) karena merupakan media/saluran yang paling
 mudah, cepat dan terjangkau. Namun dari total jumlah pengaduan tersebut,
 tidak semua pengaduan yang diterima dapat ditindaklanjuti karena unsur
 identitas pelapor yang tidak jelas, tidak ada kontak yang dapat dihubungi, dan
 atau bukti/data pendukung tidak ada. Sebanyak 7.985 pengaduan dapat
 langsung diselesaikan atau dijawab oleh petugas Pusat Pengaduan Pajak tanpa
 harus ditindaklanjuti ke unit kerja bersangkutan karena sifatnya hanya informasi
 dan saran. Jumlah pengaduan yang perlu ditindaklanjuti ke unit kerja yang
 diadukan melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak sebagai berikut:
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Dengan dikembangkannya Pusat Pengaduan Pajak diharapkan dapat
 membangun citra Direktorat Jenderal Pajak yang profesional, transparan dan
 bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan kepada
 masyarakat, serta dapat menumbuhkankembangkan partisipasi masyarakat
 untuk melakukan pengawasan aspek perpajakan dalam pembiayaan
 pembangunan nasional sesuai dengan motto Direktorat Jenderal Pajak yaitu
 "Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya" sehingga cita-cita Indonesia yang
 sejahtera dapat segera tercapai.
 Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden tentang paket kebijakan perbaikan iklim
 investasi, Direktorat Jendral Pajak mulai menerapkan kebijakan transparansi dan
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keterbukaan melalui program peningkatan pengetahuan masyarakat tentang
 perpajakan. Hasilnya adalah dibentuknya Kring Pajak 500200 yang telah
 beroperasi sejak awal Januari 2008.
 Kring Pajak 500200 sendiri adalah unit pelayanan pada Direktorat Jenderal Pajak
 yang berfungsi menerima, mengadministrasikan dan menjawab berbagai
 pertanyaan serta pengaduan dari masyarakat atau wajib pajak berkenaan
 dengan perpajakan.
 Kini Kring Pajak 500200 mengembangkan dua jenis pelayanan yang mencakup
 Layanan inbound atau panggilan masuk dan outbound atau panggilan keluar.
 Layanan inbound Kring Pajak 500200 meliputi layanan informasi, layanan
 pengaduan, dan layanan berbicara dengan agen.
 “Kring Pajak 500200 dibentuk sebagai wujud pemberian layanan untuk
 memudahkan wajib pajak mendapatkan informasi maupun pengaduan. Cukup
 tekan 500200 dari mana pun di wilayah Republik Indonesia ini dengan tarif pulsa
 lokal. Bagi yang menggunakan handphone bisa dengan ditambahkan kode area
 021, ya biayanya sesuai dengan layanan operator dari handphone tersebut.
 Khusus pengaduan bisa disampaikan melalui email: [email protected],“
 kata Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Ditjen Pajak, Eni Handajati.
 Sementara itu layanan berbicara dengan agen Kring Pajak 500200 dimulai pukul
 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Di luar jam tersebut, wajib pajak
 akan dilayani oleh mesin Interactive Voice Response yang siap melayani selama
 24 jam penuh. Mesin tersebut memberikan layanan mengenai Kurs Pajak,
 informasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Informasi Surat Pemberitahuan (SPT), dan
 Informasi lainnya.
 “Secara umum pelayanan di kantor pajak saat ini sudah lebih baik, saya melihat
 tidak ada pungutan apa pun, pelayanannya lebih cepat. Sebagai wajib pajak
 kami merasa dilayani apalagi sekarang sudah ada Kring Pajak 500200," kata
 seorang wajib pajak Arif Fitrian.
 Keseriusan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan Kring Pajak
 500200 ini bisa dikatakan menjadi satu bukti Direktorat Jenderal Pajak adalah
 institusi pemerintah yang concern terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan
 kepada masyarakat dan selalu mengedepankan kepuasan stakeholder.
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http://berita.liputan6.com/read/344218/kring-pajak-500200-siap-layani-24-jam
 Kring Pajak 500200 mendapat 2 (dua) penghargaan pada acara bergengsi The
 Best Contact Center Indonesia yang diselenggarakan oleh ICCA (Indonesia
 Contact Center Association) pada malam penganugerahan The Best Contact
 Center 2010 pada tanggal 28 Mei 2010 di Birawa Ballroom Hotel Bumi Karsa
 Jakarta. Penghargaan platinum (pemenang pertama) dalam kategori the best
 agent Inbound Contact Center dan penghargaan silver (pemenang ketiga) dalam
 kategori Supervisor Contact Center diraih DJP untuk contact center dengan
 kapasitas dibawah 100 seat.
 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kedua kalinya mendapatkan penghargaan
 pada ajang The Best Contact Center Award sejak tahun lalu. Ajang ini
 merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi pelaku contact center di Indonesia
 yang selalu diikuti oleh semua pelaku bisnis dari berbagai sektor industri yang
 sangat memperhatikan kualitas layanan kepada masyarakat dan memiliki
 layanan Contact Center, seperti Bank BCA, Bank Mandiri, PT Telkom, PT Indosat,
 PT Bakrie dan banyak perusahaan besar lainnya di tanah air. Ajang ini
 diselenggarakan sejak tahun 2007, dan tahun 2009 untuk pertama kalinya DJP
 mengikuti ajang ini dan mendapat special achievement untuk institusi
 pemerintahan yang mempunyai contact center.
 Melalui penghargaan ini ICCA berupaya untuk membentuk standar penilaian
 contact center terbaik berdasarkan aspek-aspek operasional contact center dan
 juga merupakan bentuk penghargaan bagi keberhasilan pengembangan dunia
 kerja contact center di Indonesia. Adapun aspek penilaian mencakup model
 pengembangan contact center, manajemen teknologi, manajemen SDM,
 manajemen proses pelayanan serta manajemen infrastruktur dan lingkungan
 kerja.
 Dari 13 katagori yang dilombakan, DJP mengirimkan 3 katagori yaitu The Best
 Supervisor, The best Team Leader dan The Best Agent Inbound, dan berhasil
 memenangkan 2 katagori yang diikuti. Hal ini sebuah prestasi yang
 membanggakan bagi DJP untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa DJP
 berkomitmen kuat dan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan
 khususnya contact center Kring Pajak 500200.
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Penghargaan platinum adalah penghargaan tertinggi dalam setiap kategori,
 peraih platinium untuk the best agent inbound contact center diraih oleh
 Yosinta Suwastika sedangkan peraih silver adalah Andri Ebenhard Panangian
 untuk the best supervisor setelah menyisihkan agent-agent dari perusahaan
 nasional lainnya antara lain BRI, PLN, Pertamina, KAI, dan lain-lain. Hal ini
 membuktikan keseriusan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan
 layanan informasi dan pengaduan pada Wajib Pajak dan masyarakat.
 Penghargaan ini merupakan momen penting bagi era DJP Melangkah PasTI. DJP
 ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi Direktorat
 Jenderal Pajak terus berjalan. Penyempurnaan teknologi, standar operasi
 prosedur maupun kualitas sumber daya manusia merupakan kunci untuk
 menjadi lebih baik di masa depan, DJP masih terus belajar dan memperbaiki diri
 untuk Melangkah PasTI.
 http://pajaktaxes.blogspot.com/2010/06/kring-pajak-500200.html
 Rabu malam, tanggal 1 Juni 2011 lalu di Hotel Bidakara Jakarta, Direktorat
 Jenderal Pajak memborong penghargaan di ajang bergengsi pada malam
 penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2011 yang diselenggarakan
 oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA). Malam penghargaan yang
 dihadiri lebih seribu orang dari kalangan praktisi Contact Center di antaranya
 dari Bank Central Asia, Bank Mandiri, Avaya, Infomedia, Indosat, Telkom
 Indonesia, Huawei, Bakrie Telecom, BRI, 168 Solution, Pertamina, PT KAI, PT AXA
 Mandiri, Ditjen Pajak dan lain-lain, demikian meriah dan ditunggu-tunggu oleh
 peserta dan hadirin untuk mendengarkan pembacaan penerima penghargaan.
 Ajang penghargaan ini diadakan setiap tahun dimulai sejak tahun 2007 dengan
 jumlah peserta yang meningkat dari tahun ke tahun. Kring Pajak 500200 baru
 mulai mengikuti ajang tersebut tahun 2009 dan ketika itu meraih penghargaan
 sebagai Institusi Pemerintah yang pertama kali memiliki Contact Center. Tahun
 2010 lalu DJP mengirimkan empat orang untuk dua katagori dan berhasil meraih
 dua penghargaan, yaitu satu Platinum untuk kategori The Best Agent Inbound
 Below 100 Seat dan satu Silver untuk katagori The Best Supervisor.
 Tahun 2011, ajang The Best Contact Center Indonesia diikuti oleh lebih dari 40
 perusahaan swasta ternama dan beberapa perusahaan milik pemerintah dan
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sekitar 250 peserta untuk katagori individual. Lomba yang diadakan mulai
 tanggal 2 sampai dengan 5 Mei 2011 tersebut memperlihatkan persaingan yang
 sangat ketat. Para peserta adalah orang-orang terbaik di institusinya. Kring Pajak
 500200, tahun ini mengirimkan 15 orang untuk mengikuti delapan kategori
 lomba individual yaitu kategori: The Best Supervisor, The Best Team Leader, The
 Best Trainer, The Best Technical Support, The Best Quality Assurance, The Best
 Back Office, The Best Telemarketer dan The Best Agent.
 Tahun ini Kring Pajak 500200 berhasil memboyong tujuh penghargaan individual
 yaitu satu Platinum (penghargaan tertinggi) sebagai The Best Quality Assurance
 yang diraih oleh Yosinta Suwastika, tiga Gold untuk The Best Back Office
 Operation oleh Adhy Putranto, The Best Inbound Agent oleh Putri Akhirina dan
 The Best Telemarketer (outbound agent) oleh Andy Fitriono, dua Silver sebagai
 The Best Agent olehSeptianTrisetyo Adi, The Best Quality Assurance oleh Nimas
 Fitriana dan satu Bronze sebagai The Best Supervisor yang diraih oleh Andri
 Ebenhard Panangian.
 Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas N.E. Fatimah yang turut hadir
 menyemangati hingga acara usai, menyatakan bahwa prestasi yang sangat
 membanggakan ini merupakan sebuah bukti bahwa Direktorat Jenderal Pajak
 adalah institusi pemerintah yang concern terhadap upaya peningkatan mutu
 pelayanan kepada masyarakat dan selalu mengedepankan kepuasan
 stakeholder. Ajang ini merupakan sebuah proses pencapaian yang dilakukan
 dengan kerendahan hati untuk memberikan jawaban atas keluhan, pendapat
 dan pandangan yang disampaikan masyarakat agar Ditjen Pajak terus
 memperbaiki diri. Kring Pajak 500200 menjadi salah satu unit kebanggaan Ditjen
 Pajak untuk membangun citra institusi menjadi lebih baik.
 http://www.pajak.go.id/node/86
 Adalah sebuah call center direktorat jendral pajak yang merupakan unit
 pelayanan pada dirjen pajak untuk menerima, mengadministrasikan dan
 menjawab berbagai pertanyaan dan pengaduan dari masyarakat dan/atau wajib
 pajak berkenaan dengan perpajakan.
 keuntungan dari layanan ini adalah :
 1. jangkauan luas,dapat diakses dari manapun
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2. Murah,karena layanan pulsa lokal
 3. Mudah di ingat,dengan nomor 500200
 Waktu pelayanan petugas pajak mulai jam 08.00 - 16.30wib,diluar jam tersebut
 anda akan dilayani oleh mesin interactive voice response. Layanan yang akan di
 layani adalah :
 1. Layanan kurs pajak
 2. Layanan pajak bumi dan bangunan
 3. Layanan pertanyaan tentang peraturan-peraturan perpajakan
 4. Layanan informasi alamat kantor,tarif pajak,kode MAP dll
 5. layanan pengaduan masyarakat wajib pajak
 Langkah - langkahnya adalah
 1. Hubungi kring pajak di nomor 500200 atau (021)500200
 2. Mein penjawab akan mengucapkan salam dan memberikan pilihan
 pelayanan kepada anda
 3. Pilihan pada mesin penjawab adalah,tekan 1 untuk informasi,tekan 2
 untuk pengaduan,tekan 0 untuk bicara dengan petugas
 4. Untuk menu informasi terdapat pilihan, yaitu tekan 1 untuk info kurs
 pajak, tekan 2 untuk info NPWP, tekan 3 untuk info SPT, Tekan 4untuk info
 fasilitas perpajakan, tekan 5 untuk info PBB dan BPHTB
 - SI-DJP
 Pengembangan TI Ditjen Pajak dimulai awal 90-an, yaitu dengan penerapan
 NPCS yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak.
 Pada awal 1994, mulai diperkenalkan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) untuk
 menggantikan NPCS yang berfungsi sebagai sarana pengawasan SPT sekaligus
 untuk mengawasi dan mengevaluasi pembayaran pajak, serta dapat juga
 berperan sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan. Di bidang PBB
 diperkenalkan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
 tahun 2002, DJP mengimplementasikan penggunaan SAPT di KPP WP Besar dan
 hal tersebut masih terus digunakan sampai saat ini di KPP WP Besar. Selain itu
 Ditjen Pajak juga menerapkan aplikasi baru meliputi:
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• Situs Internet Ditjen Pajak (http://www.pajak.go.id) yang memuat peraturan
 perpajakan dan informasi perpajakan.
 • Pengembangan knowledge base di beberapa kanwil yang berisi petunjuk
 praktis tentang beberapa permasalahan di bidang perpajakan yang dapat
 dijadikan pedoman oleh fiskus dalam menjawab pertanyaan dari wajib
 pajak.
 • Situs Intranet Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan sarana komunikasi
 internal Ditjen Pajak dan sekaligus pintu masuk menuju program aplikasi PK-
 PM dan MP3.
 • Program aplikasi PK-PM yang berfungsi untuk menyandingkan Faktur Pajak
 Masukan PKP Pembeli dengan Faktur Pajak Keluaran PKP Penjual.
 • Program aplikasi "kriteria seleksi" sebagai sarana pemilihan pemeriksaan
 pajak berdasarkan tingkat resiko.
 • Program Aplikasi Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (MP3) yang
 berfungsi untuk memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara on-
 line.
 • Program aplikasi e-registration (e-reg), sistem pendaftaran wajib pajak
 (memperoleh NPWP) secara online.
 • Program aplikasi e-filing, sistem menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak
 (SPT) secara on- line. Program aplikasi e-SPT yang merupakan sarana bagi
 wajib pajak untuk dapat menyampaikan SPT melalui media elektronik.
 • Sistem Informasi Geografis (SIG) yang telah dikembangkan menjadi suatu
 "smart map" sehingga dapat memuat info rinci yang terkait dengan suatu
 nomor objek pajak (NOP).
 • Program terbaru adalah pengembangan Sistem Informasi Direktorat
 Jenderal Pajak (SIDJP) untuk menggantikan SIP. Sistem ini dikembangkan
 hanya pada kantor yang telah menerapkan administrasi modern.
 Secara bertahap Sistem Informasi Perpajakan (SIP) di DJP akan dikembangkan
 kepada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP). Pada awalnya SIP
 yang sudah dimodifikasi terlebih dahulu yaitu pada tahun 2005 yang dikenal
 dengan nama SIPMOD Unix karena berbasis Linux Unix, sehingga dapat
 diaplikasikan dengan kebutuhan struktur organisasi yang baru yaitu awalnya
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sistem yang berorientasi ke jenis pajak kemudian dimodifikasi kepada sistem
 yang berorientasi ke fungsi struktur organisasi. Pada perkembangan berikutnya
 SIPMOD Unix ini dikembangkan untuk dapat beroperasi dengan basis Windows
 pada tahun 2008 yang disebut dengan SIPMOD 10g. Saat ini KPP Madya dan KPP
 Pratama Jawa (kecuali Jatim) telah menggunakan SIDJP, demikian juga KPP
 Madya luar Jawa. Sedangkan sisanya menggunakan SIPMOD 10g. Selanjutnya
 SIP modifikasi ini akan digantikan dengan SI-DJP yang menggunakan database
 yang tersentralisasi untuk mendukung seluruh kegiatan.
 Pengembang Aplikasi Sistem Informasi di Lingkungan DJP
 Aplikasi SAPT dan SIDJP dikembangkan oleh PT Jati Piranti Solusindo,
 perusahaan pengembang software lokal yang lebih dikenal dengan nama Jatis
 Solutions. SAPT dikembangkan selama satu tahun sejak 2002 hingga 2003.
 Sedangkan SIDJP dikembangkan selama enam bulan sejak Februari 2004 hingga
 Juli 2004. Kedua sistem tersebut menggunakan teknologi database Oracle,
 Oracle Application (untuk SAPT) dan Oracle Form (untuk SIDJP). Selain itu
 terdapat aplikasi case management yang dikembangkan dengan platform.Net
 dari Microsoft. Sedangkan Pengembangan SIP, SIPMod, SISMIOP-SIG, SIMPP
 dilakukan oleh tim IT DJP.
 Perbedaan SIPMOD Unix dengan SIPMOD 10g
 KOMPONEN SIPMOD UNIX SIPMOD 10g
 System Belum terintegrasi Sudah terintegrasi
 Login Login untuk tiap aplikasi Single login
 Security Lemah Berlapis
 Database Oracle 7-9 Oracle 10g
 OS Linux Unix Windows
 Hardware Lawas Lebih canggih
 Tampilan Hitam putih berwarna
 Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)
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Sedangkan Sistem Informasi DJP merupakan suatu sistem informasi dalam
 administrasi perpajakan di lingkungan kantor modern DJP dengan menggunakan
 perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan
 kerja di kantor pusat. Terdapat empat komponen utama dalam SI DJP yaitu core
 system; pembangkit kasus yang dapa dilakukan secara sistem, aplikasi
 administrasi, dan manajemen kasus; workflow sistem; serta profile wajib pajak.
 Tujuan utama dibentuknya sistem informasi DJP ini terutama adalah diharapkan
 dapat menghasilkan profile wajib pajak yang bisa menjadi alat pendukung
 terciptanya data wajib pajak yang akurat dengan mengerahkan partisipasi
 berbagai pihak dalam melakukan monitoring terhadap data wajib pajak.
 Implementasi Sistem Informasi DJP Serta Serta Kendala yang dihadapi
 Implementasi IT/IS sebagai berikut:
 • SAPT (Sistem Aplikasi Pajak Terpadu) dan SIMPP diterapkan pada 2 kantor
 LTO dan KPP BUMN. SAPT pada dasarnya memiliki kesamaan dengan SIDJP.
 Rencananya mulai tahun 2009 SAPT akan diganti dengan SIDJP. Database
 SAPT ada di Kanwil LTO.
 • MTO dan KPP pada Kanwil khusus mengaplikasikan SIDJP dan SIMPP. Pada
 LTO, MTO dan KPP Khusus sistem tidak melayani PBB, jadi tidak
 mengaplikasikan SISMIOP/SIG.
 • STO mengaplikasikan beberapa sistem informasi yaitu SIPMod, SIDJP dan
 SISMIOP/SIG, dan SIMPP. Pelaksanaannya adalah sebagai berikut, untuk
 tahap awal modernisasi konfigurasi sistem informasi adalah SIPMod-
 SISMIOP/SIG-SIMPP. Pada tahap berikutnya SIPMod diganti SIDJP sehingga
 konfigurasi sistem informasi menjadi SIDJP-SISMIOP/SIG-SIMPP.
 Ketiga sistem informasi tersebut belum terintegrasi. Masih dalam upaya
 penyatuan.
 • Database SIDJP ada di Kantor Pusat DJP, SAPT ada di Kanwil LTO.
 • Direncanakan seluruh tipe kantor akan menerapkan SIDJP.
 Pada implementasi sistem informasi tersebut terdapat beberapa masalah yang
 dihadapi oleh DJP, antara lain :
 • Sistem informasi belum terintegrasi.
 • Pengembangan IS oleh vendor Jatis hanya fokus untuk menggatikan SIP
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• Terdapat masalah pada migrasi data dari SIP/SIPMod ke SIDJP
 • Inefisiensi pemrosesan data dan data redundancy
 • Transfer of knowledge dan source code SIDJP tidak dilakukan dengan baik
 oleh Jatis.
 Ketika melakukan modernisasi administrasi dan penggabungan fungsi, yang
 terjadi hanya memindahkan SIP, SMPP, dan/atau SISMIOP-SIG kedalam satu unit
 kantor yaitu KPP. Pengembangan SIDJP oleh Jatis hanya fokus untuk
 menggantikan SIP. Sedangkan fungsi IS SIMPP: pemeriksaan dan penyidikan,
 SISMIOP-SIG: pelayanan PBB tidak dimasukkan dalam proyek pengembangan
 SIDJP. Hal ini barangkali terkait scope pengembangan sistem informasi dari
 perencana IS yang memang tidak/belum mengintegrasikan fungsi-fungsi IS yang
 sudah ada. Akibatnya penerapan IS masih belum terintegrasi. Saat ini ada upaya
 untuk membuat interface antar sistem informasi tersebut dan penggabungan
 server PBB dan Data Center DJP.
 Fase implementasi atas instalasi IS SIDJP adalah parallel strategy. Pada tahap
 awal modernisasi administrasi, KPP mengimplementasikan SIPMod
 menggantikan SIP, kemudian menginstal SIDJP. KPP adalah unit kerja yang
 memberikan pelayanan publik, oleh karena itu sistem informasi harus tetap
 running. Strategy parallel dipilih karena modernisasi dilakukan secara bertahap
 dan membutuhkan persiapan infrastruktur yang besar dan cukup komplek.
 Akibatnya adalah "kelelahan" dari tim pelaksana pengembang sistem dan
 pengguna sistem itu sendiri.
 Selain memiliki keunggulan sebagaimana SAPT yaitu adanya work flow dan case
 management, SIDJP juga memiliki kelemahan yaitu ketika beban kerja tinggi
 maka kinerja SIDJP menjadi lamban atau bahkan 'hang'. Padahal SIDJP baru
 diterapkan dibeberapa KPP, apalagi jika seluruh KPP dan unit vertikal lainnya
 menerapkan. Salah satu penyebabnya adalah SIDJP tersentralisasi di Kantor
 Pusat DJP.
 Terdapat masalah migrasi data atas perubahan sistem lama yaitu SIPMod ke
 SIDJP. Data pada SIDJP tidak dapat diakses oleh sistem baru. Setelah tanggal
 "cut-off", sistem informasi SIDJP hanya dapat mengolah data atas data yang
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telah di-entry pada SIDJP. SIDJP tidak dapat melakukan data mining pada
 database sistem lama. Kesimpulan tentative, terdapat kegagalan migrasi data.
 Untuk kepentingan intensifikasi WP, data (spt dan detail laporan keuangan, dan
 data lainnya) pada SIPMod sebenarnya lebih powerful dibanding data pada
 SIDJP. Dalam hal ini memang terdapat perbedaan rancangan data dua IS
 tersebut.
 Jadi Pada intinya terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi
 sistem informasi DJP di kantor-kantor pajak saat ini. Kendala tersebut adalah
 berkisar mengenai kendala teknis dan kendala komitmen yang telah terbentuk
 antara DJP dengan pengembang. Diperlukan suatu kerangka kerja dan
 kesepakatan yang jelas serta komitmen yang tegas dari pengembang dalam
 mengerjakan proyek sistem informasi ini agar ke depan, masalah-masalah
 seperti ini dapat diselesaikan dengan baik mengingat SIDJP yang saat ini masih
 memiliki beberapa kelemahan mendasar telah menjadi urgensi yang menuntut
 kerja keras dari semua pihak untuk lebih dikembangkan dan mengurangi
 kelemahan yang ada demi kinerja DJP di masa depan.
 Tinjauan SIDJP sebagai Global Information System
 Jika dihubungkan dengan strategi bisnis global dengan menganalogikan satuan-
 satuan kerja (satker) di daerah-daerah sebagai negara-negara yang berbeda,
 maka SIDJP dapat dikategorikan sebagai Strategi International. Data
 tersentralisasi di pusat, dimana tiap satuan kerja daerah dapat mengambil
 maupun mentransfer data yang ada. Dengan data yang tersentralisasi maka
 diharapkan akan terbentuk suatu kesatuan yang utuh sehingga pemanfaatan,
 pencarian, perlindungannya akan menjadi lebih mudah tidak menjadi informasi
 yang terpotong-potong. Sistem bekerja secara on-line, sehingga tidak terjadi
 jeda waktu atau keterlambatan penyampaian informasi yang terjadi sebelumnya
 dimana data yang ada dikumpulkan dulu di tiap satker baru dikumpulkan secara
 berjenjang.
 Dalam SIDJP, terdapat dua penekanan, yaitu pembentukan profil wajib pajak
 dan manajemen kasus. Pembentukan profil melalui integrasi data yang
 terkumpul dari berbagai sumber dari berbagai daerah mengenai wajib pajak.
 Dengan adanya sentralisasi data maka akan dapat membentuk profil yang lebih
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komprehensif dan bermakna dibanding sistem sebelumnya yang belum
 tersentralisasi.
 Penekanan kedua adalah manajemen kasus. Manajemen kasus adalah bagian
 dari SIDJP yang berfungsi menindaklanjuti kasus yang dihasilkan Core System
 (Sistem Utama) yang mengatur setiap kasus yang timbul ditangani oleh fungsi
 yang terkait dan menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kasus yang
 ditangani serta memberikan pengawasan dalam penanganan setiap kasus
 sampai selesai. Dengan manajemen kasus melalui SIDJP maka:
 • Standarisasi proses pengerjaan atau penanganan suatu kasus
 • Standarisasi dokumen keluaran / Produk hukum
 • Sebagai panduan bagiuser (pengguna) dalam menangani suatu kasus
 • Memberikan notifikasi bila ada kasus yang harus dikerjakan
 • Menyediakan kontrol dan pengawasan terhadap pengerjaan suatu kasus
 Adanya kasus dapat dipicu oleh sistem atau dengan adanya permohonan dari
 wajib pajak seperti e-reg, e-spt, atau dari adanya alat keterangan. Pemacu dari
 sistem berupa surat paksa, surat teguran, surat sita, surat tagihan pajak, spmkp,
 spmib,pelaksanaan putusan banding, dan lain-lain. Dengan adanya manajemen
 kasus akan semakin meningkatkan kinerja operasional dari para pengguna
 sistem informasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Apabila terjadi
 input dalam sistem yang memicu adanya kasus tertentu maka sistem akan
 memberikan notifikasi pada pegawai maupun atasan yang berkepentingan
 untuk melakukan tugas-tugas yang bersangkutan. Dengan sistem yang
 terkomputerisasi maka pengerjaannya pun menjadi terstandarisasi, lebih mudah
 diawasi, dan akuntabilitasnya dapat terjaga.
 Tidak hanya digunakan sebagai sistem informasi dalam pelayanan perpajakan,
 SIDJP sebagai suatu sistem informasi ditujukan untuk dapat melayani seluruh
 kegiatan organisasi. Direktorat Jenderal Pajak sebagai suatu bagian
 pemerintahan memiliki fungsi-fungsi operasional, di bidang perpajakan, juga
 berkaitan dengan jalannya organisasi itu sendiri yakni kepegawaian, keuangan,
 perlengkapan, dan sekretariat. SIDJP diarahkan untuk dapat menunjang seluruh
 kegiatan tersebut,
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